
BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun Anggaran 2017.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat
dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
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(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5887);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah terakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 541);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DAN

BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

Rp. 1.160.979.706.672,40
Rp. 1.198.948.378.695,51

Surplus/ (Defisit) Rp. (37.968.672.023,11)
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran
Rp. 46.968.672.023,11
Rp. 9.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 37.968.672.023,11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.
Tahun Berkenan

0,00

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Rp. 94.623.508.995,00
Rp. 847.557.653.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 218.798.544.677,40
sejumlah

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

b. Dana Perimbangan sejumlah

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah sejumlah

b. Retribusi daerah sejumlah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp.
yang dipisahkan Sejumlah

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang Rp.
sah sejumlah

Rp. 11.910.849.266,00

45.794.847.734,00
7.750.000.000,00

Rp.

29.167.811.995,00

- 4 -



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil sejumlah

b. Dana alokasi umum sejumlah .
c. Dana alokasi khusus sejumlah

Rp. 26.503.417.000,00
Rp. 650.827.006.000,00
Rp. 170.227.230.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp.

Khusus sejumlah

Rp. 30.599.718.677,40
188.198.826.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
b. Belanja Langsung sejumlah

Rp. 765.286.385.707,40
Rp. 433.661.992.988,11

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah

b. Belanja hibah sejumlah

c. Belanja bantuan sosial sejumlah
d. Belanja bantuan keuangan sejumlah.. Rp.
e. Belanja tidak terduga sejumlah

Rp. 507.242.104.662,40
Rp. 21.316.939.770,00

1.150.000.000,00
224.077.341.275,00

Rp. 11.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

Rp.

dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah

b. Belanja barang dan jasa sejumlah
c. Belanja modal sejumlah

Rp. 46.881.626.976,00
Rp. 233.720.672.969,00
Rp. 153.059.693.043,11

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Penerimaan sejumlah

b. Pengeluaran sejumlah

Rp. 46.968.672.023,11

9.000.000.000,00Rp.

(2) Penerimaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp.

sejumlah
46.968.672.023,11
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) Rp. 9.000.000.000,00
pemerintah daerah sejumlah

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :
1. Lampiran I

2. Lampiran II

Ringkasan APBD;
Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah
dan organisasi SKPD;
Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi
Pembiayaan;
Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset
Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset
Lainnya;
Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah.

3. Lampiran III
SKPD, Pendapatan, Belanja dan

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII
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Pasal 6

Bupati Tapanuli Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal

BUPAT]

OTTN
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Pasal 6
Bupati Tapanuli Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal 30 - H - 3oiG

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO»

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung.
pada tanggal 3o - la - >oi4
SEKRETARIS DAERAH,

(\ 2u-a
EDWARD RAMSES TAMPUBOLON
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016 NOMOR : to

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 2&2/2016
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